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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Pemidanaan tentunya menjadi fokus sentral untuk dapat 

memberikan efek penjeraan dan bermanfaat bagi para pelaku tindak 

pidana narkotika. Menurut Teguh Prasetyo bahwa “tujuan pemidanaan 

untuk mengimplementasikan hukum pidana yang didasarkan atas 

keyakinan bahwa orang-orang bertindak sebagai akibat dari kehendak 

bebasnya dan harus dianggap sebagai manusia yang bertanggung jawab, 

berkemuan dan bercita-cita”.1 

Hakim merupakan organ pengadilan yang dianggap memahami 

hukum. Hakim diberikan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum 

berjalan dengan adil dan tidak berat sebelah/memihak. Hakim tidak hanya 

berperan sebagai corong undang-undang, tetapi hakim juga berperan 

sebagai penemu hukum (recht vinding), sesuai dengan nilai-nilai budaya 

yang hidup di dalam masyarakat, terutama nilai-nilai Pancasila.2 Hakim 

beda dengan pejabat-pejabat lain, hakim mesti benar-benar menguasai 

hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Negara Indonesia, dalam 

pemeriksaan di sidang pengadilan.3 

 
1Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Nusa Media, Bandung, 

2016, h.106. 
2 E.Dewi, “Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal 

Pranata Hukum, Vol. 5, No. 2, (2019), h.5. 
3 Bambang Waluyo, Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2012, h.42.. 
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Kedudukan Hakim merupakan kedudukan kunci keberhasilan 

penegakan hukum yang menjadi tujuan utama kehidupan masyarakat di 

Negara Hukum.4 Hakim merupakan pejabat peradilan Negara yang 

diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Mengadili 

diartikan sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa 

dan memutuskan perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak 

memihak di dalam sidang pengadilan. Dalam memberikan keadilan hakim 

harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang 

diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa 

tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Selepas 

itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut 

dan oleh sebab itu hakim dalam memberikan putusan harus berdasarkan 

penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat. 

Terkadang polemik di dalam masyarakat timbul ketika hakim menjatuhkan 

pidana suatu putusan yang berbeda dalam tindak pidana yang sama 

(disparitas pidana).5 

Produk-produk hasil pemidanaan hampir tidak bisa ditemukan 

putusan-putusan hakim yang tidak menimbulkan disparitas pidana 

(perbedaan jumlah pidana), baik pidana penjara, pidana denda, pidana 

pengganti, pidana kurungan, pidana tutupan, maupun pidana tambahan. 

Semua jenis pidana tersebut dipastikan memiliki disparitas penjatuhan 

 
4 A. Priyanto, “Citra Hakim dan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan 

Pidana di Indonesia”, Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan, Vol. 2, No. 2, (2015), 
h.10. 

5 Anjasmara Putra, A.A.N.R., dkk., “Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak 
Pidana Narkotika”, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2, No. 2, (2020), h. 129 
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pidana dalam putusan hakim. Antara satu putusan dengan putusan yang 

lain mengandung perbedaan jumlah pidana yang dijatuhkan ketika hakim 

yang mengadilinya berbeda. 

Disparitas terjadi ketika hakim menjatuhkan putusan pidana yang 

berbeda kepada dua pelaku kejahatan dengan catatan kejahatan yang 

identik dan dituntut dengan kejahatan yang sama. Disparitas juga terjadi 

ketika hakim menjatuhkan putusan yang identik pada dua pelaku 

kejahatan yang catatan kejahatan dan kejahatannya sangat berbeda. 

Menurut Eddy Djunaidi Karnasudirdja, disparitas pidana adalah 

adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa 

atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas. Hal 

ini mengakibatkan terjadinya 3 (tiga) hal sebagai berikut: 

1. Masyarakat tidak mempercayai hakim menerapkan asas 
persamaan di muka hukum; 

2. Terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat menjadi marah 
dan resisten terhadap sistem pembinaan di Lembaga 
Pemasyarakatan;  

3. Secara keseluruhan menurunkan kepercayaan publik terhadap 
hukum. 6 
 

Disparitas pidana adalah perbedaan jumlah pidana antara tindak 

pidana yang sama, disparitas antara tindak-tindak pidana yang 

mempunyai tingkat keseriusan yang sama, disparitas antara pidana yang 

dijatuhkan oleh satu majelis hakim, disparitas antara pidana yang 

dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang 

sama, disparitas juga bisa terjadi dalam hal penjatuhan pidana tambahan 

berupa uang pengganti. 

 
6Eddy Djunaidi Karnasudirdja, Beberapa Pedoman Pemidanaan dan 

Pengamatan Narapidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018, h.1. 
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Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam 

penagakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda 

atau disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam 

menjatuhkan putusan, tetapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda atau 

disparitas pidana ini membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan 

masyarakat pada umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan juga 

pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang 

kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan 

hukum dalam masyarakat. 

Disparitas pidana terkait dengan masalah pemidanaan 
(sentencecing atau straftoemaeting) yang merupakan bagian 
penting dari hukum pidana karena segala peraturan mengenai 
hukum pidana pada akhirnya akan berpuncak pada pemidanaan. 
Pergeseran filsafat pemidanaan dari pembalasan menjadi usaha 
rehabilitasi dengan mempertimbangkan sejumlah faktor individu 
pelaku kejahatan seringkali menimbulkan permasalahan disparitas 
pidana dimana belum ditentukan standart atau ukuran penjatuhan 
pidana dalam hal berat ringannya pidana.7  

 
Putusan yang mengandung disparitas pidana dinilai sangat 

subyektif dalam memaknai keadilan, sehingga munculnya sikap skeptis 

dan apriori terhadap kinerja aparat penegak hukum khususnya para 

hakim-hakim di pengadilan, serta menimbulkan apresiasi atau pandangan 

orang terhadap hukum dan penegakan hukum menjadi lemah.8 

Sebenarnya disparitas pidana dalam setiap putusan hakim pasti ada, 

namun menjadi soal adalah ketika disparitas pidana itu terjadi tanpa 

adanya argumentasi yang jelas dan dapat diterima secara yuridis, filosofis, 

 
7Ibid, h.7. 
8Syamsul Fatoni, “Pendekatan Logika Hukum Sebagai Upaya Meminimalisir 

Disparitas Pidana Dalam Sistim Peradilan Pidana”, Jurnal Media Hukum, Vol.15 No.2 
Desember 2018, h. 2. 
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dan sosiologis, sebab ketiga-tiga ini menjadi landasan efektifitas suatu 

undang-undang di tengah-tengah masyarakat. 

Disparitas Pidana (disparity of senlencing) adalah penerapan 

pidana yang berbeda dalam suatu tindak pidana yang sama. Dalam 

konteks ini, hakim sering kali memberikan putusan yang berbeda dalam 

suatu tindak pidana yang sama terutama dalam kasus tindak pidana 

narkotika. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), dalam tindak pidana 

narkotika perspektif subjeknya dibedakan menjadi dua, yaitu: pemakai 

atau pengedar. Pasal 103 UU Narkotika diatur tentang hal-hal yang 

membuat tersangka dapat diberikan rehabilitasi dan Pasal 129 UU 

Narkotika yang mengatur pidana penjara dan denda bagi pelaku tindak 

pidana narkotika. Hal-hal ini yang menjadi pertimbangan hakim dalam 

memberikan putusan. 

Disparitas adalah kebebasan yang diberikan undang-undang 

kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan, 

walaupun putusan tersebut dapat saling berbeda antara suatu perkara 

dengan perkara yang lain. Hakim dalam perkara narkotika diberi 

kebebasan untuk memberikan perbedaan hukuman kepada pecandu atau 

korban narkotika untuk direhabilitasi atau tidak. Bisa saja dalam perkara 

yang satu terdakwa diperintahkan untuk direhabilitasi, tetapi dalam 

perkara yang lain tidak ada perintah rehabilitasi 

Terjadinya disparitas pidana dalam penegakkan hukum karena 
adanya realita disparitas pidana tersebut, tidak heran jika publik 



 6 

mempertanyakan apakah hakim/pengadilan telah benar-benar 
melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan. Dilihat 
dari sisi sosiologis, kondisi disparitas pidana di persepsi publik 
sebagai bukti ketiadaan keadilan (societal justice). Sayangnya 
secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah 
melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan 
bahwa elemen keadilan pada dasarnya harus melekat pada 
putusan yang diberikan oleh hakim. 9 
 
Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas 

putusan tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya 

disparitas. Sebagai contoh, dapat diperhatikan sanksi pidana yang disebut 

dalam Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika: 

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, 
memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 
Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 
(dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah)”. 
 
Berdasarkan ketentuan sanksi tersebut, hakim memiliki kekebasan 

untuk menjatuhkan hukuman di antara 4 - 12 tahun dan pidana denda 

antara Rp. 800 juta – Rp 8 miliar. Contoh lain, soal pecandu narkotika. 

Putusan hakimlah yang menentukan apakah yang bersangkutan (dalam 

hal ini pecandu narkotika) menjalani rehabilitasi, atau tidak, berdasarkan 

pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan. Artinya, ada 

proses pemeriksaan di pengadilan terlebih dahulu, sebelum adanya 

putusan hakim yang menentukan seseorang direhabilitasi atau tidak. 

 
9 Harkristuti Harkrisnowo, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan 

Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia, FH. Universitas Indonesia, 
Jakarta, 2013, h. 12. 



 7 

Fakta-fakta persidangan dapat membuktikan, pelaku tindak pidana 

selain sebagai pelaku tindak pidana, bisa juga sebagai korban. Misalnya, 

pelaku tertangkap menghisap ganja karena ikut-ikutan dengan teman-

temannya. sehingga, terdakwa masih dimungkinkan hidup normal dalam 

kehidupan masyakarakat. Hakim dalam perkara seperti ini diberi 

kebebasan untuk memberikan perbedaan hukuman kepada pecandu atau 

korban narkotika untuk direhabilitasi, atau tidak. 

Disparitas tersebut diberikan ketika menjatuhkan pidana dan bisa 

saja dalam perkara yang satu terdakwa diperintahkan untuk direhabilitasi, 

tetapi dalam perkara yang lain tidak ada perintah rehabilitasi. Ketentuan 

soal pemberian rehabilitasi terdapat dalam Peraturan Kepala Badan 

Narkotika Nasional No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan 

Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban 

Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (selanjutnya 

disebut “Peraturan BNN No. 11/2014”). Pada praktiknya, dalam 

memutuskan memberikan rehabilitasi atau tidak, majelis hakim 

memberikannya dengan sangat ketat atau selektif. 

Penelitian ini fokus kepada disparitas putusan hakim terhadap 

tindak pidana narkotika di wilayah hukum kota Medan. Studi kasus yang 

diangkat dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1284/Pid.Sus/2021/PN Mdn 

tertanggal 29 Juni 2021 an. terdakwa Fatur Rahman Zuhri Lubis. 
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2. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Mdn 

tertanggal 29 Maret 2021 an. terdakwa Doni. 

Kedua kasus tersebut, kedua terdakwa sama-sama dituntut dengan 

Pasal Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undangundang RI No.35 

Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi terdapat perbedaan hukuman 

penjara, yaitu: terhadap terdakwa Fatur Rahman Zuhri Lubis  dipidana 

penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- 

(delapan ratus juta rupiah), sedangkan terdakwa Doni dipidana  penjara 

selama (13) tahun dan membayar denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 

(satu milyar rupiah), 

Permasalahan pokok dalam penelitian ini, kondisi yang sangat 

memprihatinkan dan menuntut semua pihak, khususnya aparat penegak 

hukum untuk meningkatkan pengertian, pemahaman, dan keterampilan 

dalam profesinya, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan adil dan 

sebaik-baiknya. Penegak hukum dalam penyelenggaraannya, pengadilan 

harus menggunakan ukuran yang sudah diterima oleh pranata hukum 

pidana, yaitu asas legalitas. Asas legalitas menjamin masyarakat, dalam 

konteks ini terdakwa atau terpidana guna menghindari kesewenang-

wenangan hakim dalam menetapkan perbuatan yang dapat dikategorikan 

dalam suatu rumusan delik. 

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menimbulkan ketertarikan 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “Kebijakan Hukum Disparitas 

Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan 

Pengadilan Nomor 1284/Pid.Sus/2021/PN Mdn dan Putusan 

Pengadilan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Mdn)”. 



 9 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengaturan hukum pemidanaan teradap pelaku 

penyalaahgunaan tindak pidana narkotika ? 

2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam 

penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika ? 

3. Bagaimana analisis hukum disparitas pemidanaan putusan hakim 

terhadap terdakwa tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 

1284/Pid.Sus/2021/PN Mdn dan Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN 

Mdn? 

 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian tesis ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pemidanaan 

teradap pelaku penyalaahgunaan tindak pidana narkotika. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan 

terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak 

pidana narkotika. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis analisis hukum disparitas 

pemidanaan putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana narkotika 
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dalam Putusan Nomor 1284/Pid.Sus/2021/PN Mdn dan Putusan 

Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Mdn.  

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua 

kegunaan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi 

perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana 

tentang kebijakan hukum pidana mengatasi disparitas penegakan 

hukum pelaku tindak pidana narkotika. 

2. Secara praktis bermanfaat hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat 

memberikan informasi dan gambaran mengenai kebijakan hukum 

pidana mengatasi disparitas penegakan hukum pelaku tindak pidana 

narkotika. 

D. Kerangka Teori dan Konseptual 

1. Kerangka Teori 

Teori adalah kerangka pemikiran atau butiran-butiran pendapat, teori 

tesis dari penulis dan ahli hukum dibidangnya menjadi pertimbangan, 

pegangan teoritas yang mungkin disetujui atau tidak butir-butir pendapat 

tersebut setelah dihadapkan pada fakta-fakta tertentu yang dapat 

dijadikan masukan eksternal bagi penulis.10 Peter Mahmud Marzuki, 

mengatakan bahwa “dalam suatu penelitian hukum dilakukan untuk 

menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskrepsi 

dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi”.”11 

 
10M. Solly Lubis,  1998, Filsafat Ilmu Dan Penelitian, Bandung: Mandar Maju, h. 80.  
11Peter Mahmud Marzuki, 2008, MetodePenelitian Hukum, Jakarta : Prenada 

Kencana Prenada Media Group, h. 35. 
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Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk 

membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada 

landasan filosofisnya yang tertinggi.12 Fungsi teori dalam penelitian adalah 

untuk menyusun, mengklasifikasikan atau mengelompokkan penemuan-

penemuan dalam penelitian dengan membuat ramalan atau prediksi atas 

dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk 

menjawab pertanyaan.13 

Menganalisis setiap permasalahandalam penelitian ini, akan 

digunakan beberapa teori hukum (legal theory) yang menjadi dasar atau 

sebagai pisau analisis dalam menganalisis permasalahan penelitian. 

Adapun teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu. 

a. Teori Negara Hukum 

Terbentuknya suatu negara didasari dari suatu kenyataan bahwa 

manusia adalah mahluk sosial yang membutuhkan satu sama lain dalam 

kehidupannya sebagai bentuk dari suatu hubungan timbal balik. 

Berkumpulnya manusia dan membentuk kelompok-kelompok, didasari 

adanya kepentingan tertentu yang bersifat komunal yang hendak dicapai 

secara bersama-sama. Pembahasan mengenai manusia yang hidup 

berkelompok, salah satunya bentuk dari kesepakatan manusia untuk 

membentuk kelompok adalah dengan terbentuknya sebuah negara.14 

Ide negara hukum menurut gagasan Plato mengandung gambaran 

suatu bentuk negara ideal. Di mana gambaran negara ideal menurut Plato 

 
12Satjipto Rahardjo, 2010,  llmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, h. 254. 
13M. Solly Lubis, Op.cit, h. 17. 

14Hotma P Sibuea. Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas 
Umum Pemerintahan yang Baik. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2010, h. 2.   
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sungguh berbeda jauh dengan kondisi dan keadaan negara Athena pada 

zamannya. Pada zaman itu, raja yang berkuasa di Negara Athena 

merupakan penguasa yang Zalim dan sewenang-wenang.15 Berdasarkan 

pendapat di atas, maka Plato berpandangan bahwa negara sebagai suatu 

keluarga. Berdasarkan pada pandanganya tersebut, dapat diketahui 

bahwa dalam pemikiran Plato kekuasaan bukan merupakan unsur 

essensial suatu negara. 

 Esensi negara sesuai dengan pandangan Plato adalah ikatan 

hubungan yang sangat erat dan akrab diantara orang-orang yang hidup 

bersama. Hal ini kemudian dijadikan indikasi bahwa dalam penggunaan 

kekuasaan untuk negara sebisa mungkin harus dihindari.16 

Tujuan negara hukum adalah, bahwa negara menjadikan hukum 
sebagai “supreme”, setiap penyelenggara negara atau 
pemerintahan wajib tunduk pada hukum (subject to the law). Tidak 
ada kekuasaan di atas hukum (above the law) semuanya ada di 
bawah hukum (under the rule of law). Dengan kedudukan ini tidak 
boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (arbitrary power) 
atau penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).17 
 
Esensi suatu negara berkembang sejalan dengan perkembangan 

peradaban dan kebutuhan manusia. Karena itu, teori dan pemikiran 

tentang negara pun terus mengalami perkembangan.18Konsep negara 

hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan 

hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan 

 
15Moh. Kusnardi dan Ibrahim.  Op.Cit, h. 153.  
16Hotma P. Sibeua. Op.Cit, h. 12. 
17Sumali. Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-

undang (Perpu), Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2013, h.11. 
18Malian Sobirin. Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945. FH 

Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, h. 25. 
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tertinggi terletak pada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, 

kecuali hukum semata.19 

Negara hukum pada hakikatnya berakar dari konsep teori 

kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan 

tertinggi di dalam negara adalah hukum. Oleh sebab itu seluruh alat 

perlengkapan negara termasuk warga negara harus tunduk dan patuh 

serta menjunjung tinggi hukum.  

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Krabe 
sebagai berikut negara sebagai pencipta dan penegak hukum 
didalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang 
berlaku. Dalam arti ini hukum membawahkan negara. Berdasarkan 
pengertian hukum itu, maka hukum bersumber dari kesadaran 
hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak 
berkaitan dengan seseorang (impersonal).20 
 
Berdasarkan pandangan Plato mengenai konsep negara hukum, 

maka dapat dipahami bahwa timbulnya pemikiran tentang negara hukum 

merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan dimasa lampau. 

Dengan demikian, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang 

erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.21 

Penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara atau 

pengauasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang 

telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak 

dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter 

negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu 

 
19Ibid,  h, 36-37. 
20B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia, Cahaya Atma 

Pustaka, Yokyakarta, 2015, h.  17. 
21Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review. UII Press, 

Yogyakarta, 2015, h. 1 
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dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas 

hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan 

negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda 

Embrio munculnya gagasan negara hukum yang di kemukakan 
oleh Plato adalah dengan mengintroduksi konsep nomoi. Dalam 
konsep nomoi, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan 
yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang 
baik. Gagasan Plato tentang negara hukum semakin tegas ketika 
didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan ke dalam 
bukunya politica.22 
 
Pemikiran atau konsep manusia tentang negara hukum lahir dan  

berkembang seiring perkembangan sejarah manusia. Meskipun konsep 

negara hukum dianggap sebagai konsep universal, namun pada tataran 

implementasinya sangat dipengaruhi oleh karakteristik negara dan 

manusianya yang beragam. Konsep negara hukum sangat dipengaruhi 

oleh karakteristik suatu bangsa, sistem hukum dan juga dipengaruhi 

falsafah bangsa atau ideologi suatu negara.23 Konsep pemikiran negara 

hukum yang didasari pada perkembangan sejarah dan ideologi suatu 

bangsa, kemudian menimbulkan berbagai bentuk negara hukum. 

Sebagai contoh, konsep negara hukum menurut nomokrasi Islam, 

yang konsep negara hukum pada nilai-nilai yang terkandung pada Al-

Quran dan Al-Sunnah. Nomokrasi Islam adalah negara hukum yang 

memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:  

1) Kekuasaan sebagai amanah. 
2) Musyawarah. 
3) Keadilan. 

 
22Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2016, h. 2.  
23Titik Tri Wulan Tutik, Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca 

Amandemen UUD 1945. Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, h. 52. 
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4) Persamaan. 
5) Pengakuan. 
6) Perlindungan setiap hak-hak asasi manusia. 
7) Peradilan bebas. 
8) Perdamaian. 
9) Kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat.24 

 
Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan 

rechtsstaat. Konsep rechtsstaat bertumpu atas sistem Hukum Kontinental 

yang disebut civil law dengan karakteristik civil law yang bersifat 

administrative.25Sedangkan negara hukum menurut konsep Anglo Saxon 

(rule of law)Konsep rule of law berkembang secara evolusioner. Konsep 

the rule of law bertumpu atas sistem Hukum yang disebut common law. 

Karakteristik common law adalah judicial.26 Selanjutnya, konsep socialist 

legality, melahirkan suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis, 

yang tampaknya hendak mengimbangi konsep rule of law yang dipelopori 

oleh negara-negara anglo-saxon.27 

Adapun konsep negara hukum yang dianut dan diterapkan di 

negara Indonesia adalah suatu konsep negara hukum yang timbul dari 

nilai-nilai dan norma-norma serta jiwa bangsa Indonesia, yakni konsep 

negara hukum Pancasila.28Konsep negara hukum Pancasila telah 

menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum utama. Oleh karena itu, 

pembentukan sistem hukum nasional harus memiliki ciri khas dan 

karakteristik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan 

 
24Tahir Azhary, Negara Hukum, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, 

h. 85-86 
25Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2006, h. 74 
26Ibid.  
27Tahir Azhary, Op.Cit, h. 91.  
28Ridwan HR, Op.Cit, h. 2. 
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falsafah hidup dan nilai kebenaran yang harus diaplikasikan dalam 

kehidupan masyarakat Indonesia.29 

Eksistensi negara Indonesia sebagai negara hukum, ditegaskan 

dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan : 

"Negara Indonesia adalah negara hukum". Dengan dasar yang demikian, 

maka kedaulatan tertinggi di negara Indonesia bersumber atau 

berdasarkan pada hukum. Dalam konteks negara Indonesia sebagai 

negara hukum, sesuai dengan ungkapan Cicero, yang menyatakan “Ubi 

societas ibu ius” yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum.30 

Istilah negara hukum terbentuk dari dua suku kata, yakni kata 

negara dan hukum,31 yang menunjukkan eksistensi negara dan hukum 

dalam satu kesatuan.  Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat 

yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum di pihak lain. 

Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (rectsorde). 

Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum 

dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara. 

Sebagai konsekuensi dianut konsep negara hukum dalam UUD 
NRI Tahun 1945, maka setiap tindakan aparatur penegak hukum 
harus dilandasi hukum, dalam hal ini mencakup hukum dasar (UUD 
NRI Tahun 1945) dan undang-undang sebagai turunannya. 
Kemudian sebagai bangsa yang ingin tetap bersatu, bangsa 
Indonesia telah menetapkan dasar dan ideologi negara, yakni 
Pancasila yang dipilih sebagai dasar pemersatu dan pengikat yang 

 
29Yopi Gunawan dan Krtistian, Perkembangan Konsep Negara Hukum dan 

Negara Hukum Pancasila. Refika Aditama, Bandung, 2015, h. 3.  
30Moh. Mahfud, MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. 

Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 12. 
31Majda El Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Prenada 

Kencana Media Group, Jakarta, 2005, h. 19.  
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kemudian melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam kehidupan 
sosial, politik, dan hukum.32 
 
Negara hukum berawal dari ide sistem hukum yang dilaksanakan 

untuk membentuk sebuah sistem yang menjamin kepastian hukum dan 

perlindungan hak asasi manusia (human rights). Konsep dasar dari 

negara hukum adalah semua perilaku dalam setiap aspek kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum yang 

dirancang dan dibuat oleh pembentuk undang-undang.33 

Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara 

hukum yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia. Dalam konsep 

negara hukum Indonesia menempatkan Pancasila sebagai sumber dari 

segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap peraturan 

perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung 

dalam Pancasila. 

Indonesia sebagai negara hukum secara tegas dinyatakan dalam 

rumusan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Negara 

Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang 

menegakan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan 

keadilan. Dengan kata lain, negara hukum ialah negara yang berdiri di 

atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.  

Keadilan merupakan syarat utama terciptanya kebahagiaan hidup 
warga negara dan sebagai dasar dari pada keadilan itu, maka perlu 
untuk mengajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia 
menjadi warga negara yang baik. Demikian pula dengan peraturan 

 
32Ibid. h. 13.  
33Yopi Gunawan dan Krtistian, Op.Cit, h. 21. 
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hukum yang sebenarnya, peraturan hukum itu hanya ada dan 
dianggap ada jika peraturan tersebut mencerminkan keadilan bagi 
pergaulan hidup antar warga negara.34 
 
Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang adil, maka dalam 

setiap negara yang menganut paham negara hukum umumnya berlaku 3 

(tiga) prinsip dasar, yakni supremasi hukum (supremacy of law), 

kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan 

hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (due process of 

law), dalam rangka mencapai keadilan.  

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang 

sama (equal protection) atau persamaan dalam hukum (equality before 

the law).Dalam konsep negara hukum, maka hukum memegang kendali 

tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai prinsip dari negara 

hukum, bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (The rule of 

law, and not of Man). Hal ini sejalan dengan pengertian nomocratie, yaitu 

kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.35 

b. Teori Penegakan Hukum 

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-

ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi 

kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses 

perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya 

tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai 

 
34Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Op.Cit,  h. 153. 
35Tahir Azhary, Op.Cit, h. 84.  
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pedoman pelaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara.36 Penegakan hukum merupakan usaha 

untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan 

rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses 

yang melibatkan banyak hal.37 

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-

kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap 

tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, 

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.38 

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua 

kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, 

dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh 

golongan-golongan tertentu saja, antara lain: 

1) Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk 
itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum 
disebut secara ideal sebagai the three musketers atau tiga 
pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan 
sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya 
hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. 
Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di 
dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil 
sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para 
pelanggar hukum yang diajukan polisi;  

2) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi 
masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang 
bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan 

 
36 Sudikmo Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya 

Bhakti, Bandung, 2011, h. 1.   
37 Shanti Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2018, h.32 
38 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 

Rajawali Press, Jakarta, 2014, h. 3.   
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hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, 
agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai 
manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, 
sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, 
keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;  

3) Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian 
sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi 
dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang 
memiliki kekuasaan politik (legislatif);  

4) Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara 
ironi menjadi masyarakat pencari keadilan. 39 
 

Berkaitan dengan penegakan hukum ini, Barda Nawawi Arief 

menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk 

menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan 

berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai 

sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, 

berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat 

diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil 

untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum 

pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-

undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu 

waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.40 

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa penegakan 

hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya 

norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-

 
39 Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi 

Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h. 128.   
40 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2012, h. 109.   
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hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh 

karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan 

hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum 

yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa. 

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban 

dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini 

dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu 

menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil 

yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. 

Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk 

masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk 

melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan 

pidana.41 

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 

3 bagian yaitu : 

1) Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum 
pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana 
substantif (subtantive law of crime). Penegakan hukum pidana 
secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak 
hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang 
antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, 
penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. 
Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri 
memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan 
terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik 
aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut 
sebagai area of no enforcement. 

2) Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum 
pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no 

 
41 Ibid., h. 110. 
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enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum 
diharapkan penegakan hukum secara maksimal. 

3) Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement 
ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya 
keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-
alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya 
mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya 
inilah yang disebut dengan actual enforcement.42 
 

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan 

hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana 

(criminal law application) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural 

berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan 

termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. 

c. Teori Kebijakan Hukum Pidana 

Kebijakan hukum pidana merupakan salah satu daripada kebijakan 

kriminal yang bertujuan menanggulangi kejahatan dengan pendekatan 

pidana. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal itu sendiri maka kebijakan 

pidana tidak lain berfungsi untuk mendukung tercapainya suatu tujuan 

nasional dari faktor-faktor penghambat.43 pencapaian tujuan naional 

tersebut. Salah satunya kejahatan itu sendiri, khususnya tindak pidana 

narkotika 

Kebijakan atau politik kriminal mempunyai arti: 

1) Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang 
menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang 
berupa pidana; 

2) Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak 
hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan 
polisi; 

 
42 Shanti Dellyana, Op.Cit., h. 40. 
43 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan 

Penyusunan Konsep KUHP Baru ), Kencana Prenada Group,  Jakarta, 2010, h.56. 
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3) Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang 
dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi 
yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari 
masyarakat.44 

 
Secara garis besar kebijakan hukum pidana adalah untuk 

menentukan: 

1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu 
dirubah atau diperbaharui; 

2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak 
pidana; 

3) Bagaimana cara penyidikan, penunututan, peradilan dan 
pelaksana pidana harus dilakukan.45 
 

Kebijakan kriminal, selalu berkaitan dengan tiga hal pokok, yakni: 

dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar 

dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kebijakan 

kriminal dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak 

hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi 

sedangkan dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang 

dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang 

bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat 

sehingga dapat dipahami bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha 

yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. (the 

rational organization of the control of crime by society.46 

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan atau upaya 

penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan untukan integral 

 
44Nursariani Simatupang dan Faisal, Kriminologi Suatu Pengantar, Pustaka 

Prima, Medan, 2017, h. 248. 
45Syaiful Bakhri, Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem 

Peradilan Pidana Indonesia, Total Media, Jakarta, 2010, h.15 
46 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2013, h. 31. 
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dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya 

mencapai mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).47 

Menurut Barda Nawawi Arief, politik hukum adalah: 

1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai 
dengan keadaan dan situasi suatu saat. 

2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang 
untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang 
diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang 
terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang 
dicita-citakan.48 

 
Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa upaya penanggulangan 

kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti: 

1) Ada keterpaduan (integritas) antara politik kriminal dan politik sosial. 

2) Ada keterpaduan (integritas) antara upaya penanggulangan kejahatan 

dengan  penal  dan non penal.49 

Kebijakan hukum pidana sebagai suatu usaha yang rasional 

masyarakat dalam menanggulangi kejahatan sejatinya haruslah 

dirumuskan dengan suatu landasan berpikir dan metode-metode ilmiah. 

Untuk itulah pentingnya dipergunakan beberapa pendekatan dalam 

rangka memilih kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menanggulangi 

kejahatan. Pemilihan kebijakan pidana yang tidak tepat akan berakibat 

terganggunya sistem penegakkan hukum pidana pada tataran aplikasinya 

itu sendiri dan lebih jauh justru menciptakan faktor kriminogen.50 

 

 
47 Barda Nawawi Arief, Op.Cit., h. 4. 
48 Ibid.,  h.  26. 
49 Nursariani Simatupang dan Faisal, Op. Cit,  h.  248. 
50 Barda Nawawi Arief, Op.Cit., h.7. 
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2. Kerangka Konseptual 

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang 

dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk 

keperluan analitis.51 Suatu konsep atau suatu kerangka konsepsionil pada 

hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit 

dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun 

demikian kerangka konsepsionil masih juga kadang-kadang dirasakan 

abstrak sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang akan 

dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian. 

Mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan 

sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu : 

a. Kebijakan hukum pidana adalah suatu kebijakan yang diambil 

(ditempuh) oleh negara (melalui lembaga atau oleh pejabatnya) untuk 

menetapkan hukum mana yang perlu diganti atau yang perlu diubah 

atau hukum mana yang perlu dipertahankan atau hukum mengenai 

apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu 

penyelenggara negara dan pemerintah dapat berlangsung dengan baik 

dan tertib sehingga tujuan negara (seperti mensejahterahkan rakyat) 

secara bertahap dan terencana dapat terwujud.52 

b. Disparitas adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak 

pidana yang sama (same offence) atau terhadap tindak pidana sifat 

 
51Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu 

Tinjauan Singkat,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 7.   
52Dey Ravena dan Kristian, Kebijakan Kriminal, Kencana Prenada Media Group, 

Jakarta, 2017, h.57. 
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bahayanya dapat diperbandingkan (offences of comparable 

seriousness) tanpa dasar pembenaran yang jelas.53  

c. Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku 

kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang 

telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat 

dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.54 

d. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi 

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan 

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.55 

e. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam 

sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau 

bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut 

cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan 

hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di 

sidang terbuka untuk umum.56 Putusan yang dimaksud di sini adalah 

putusan Nomor 1284/Pid.Sus/2021/PN Mdn dan Putusan Nomor 

323/Pid.Sus/2021/PN Mdn. 

 
53Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, 

Bandung, 2015, h.52. 
54 Sudarto, Op.Cit, h.44. 
55Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 

2009 tentang  Narkotika. (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 2009) 

56Chairul Huda,  Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada 
pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Prenada Media, Jakarta, 2016, h.4.   
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E. Asumsi 

Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan 

memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengaturan hukum pemidanaan teradap pelaku penyalaahgunaan 

tindak pidana narkotika ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 

35Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dimana pengedar tersebut 

dikenakan sanksi dengan hukuman terberat yaitu hukuman mati 

2. Faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam penjatuhan 

pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah terdapat 

multitafsir dalam Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika, bahwasanya 

sesuai penormaan hukum, Pasal 127 UU Narkotika diperuntukkan, 

khusus bagi pelaku sebagai pengguna narkotika. Sedangkan, Pasal 

112 dan Pasal 114 diperuntukkan, khusus bagi pelaku sebagai 

pengedar narkotika. 

3. Analisis hukum disparitas pemidanaan putusan hakim terhadap 

terdakwa tindak pidana narkotika bahwasanya kedua putusan 

berdasarkan teori disparitas pemidanaan sebenarnya secara hukum 

telah disidangkan, diproses dengan cara-cara yang berdasar hukum. 

Akan tetapi, hasilnya tidak memenuhi rasa keadilan yang berkembang 

di masyarakat 
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F. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di 

perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa 

penelitian tentang “Kebijakan Hukum Disparitas Dalam Pemidanaan 

Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Nomor 1284/Pid.Sus/ 

2021/PN.Mdn dan Putusan Pengadilan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN.Mdn) 

belum pernah dilakukan.  

Berdasarkan hasil penelusuran sementara dan pemeriksaan yang 

telah dilakukan di kepustakaan, ditemukan beberapa penelitian mengenai 

tindak pidana narkotika, tetapi rumusan masalahnya berbeda yaitu : 

1. Frengky Manurung, mahasiswa Program Magister Hukum Universitas 

Sumatera Utara Tahun 2021 dengan judul tesis : Disparitas Putusan 

Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum 

Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Kasus: Putusan No. 

159/Pid.Sus/2019/ PN.Rap dan Putusan No. 626/Pid.Sus/2020/ 

PN.Rap)”,. Permasalahan dalam tesis tersebut adalah : 

a. Bagaimana pengaturan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana 

narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika? 

b. Bagaimana analisis hukum pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana narkotika 

dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 
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159/Pid.Sus/2019/PN.Rap. dan Putusan Pengadilan Negeri Rantau 

Prapat No. 626/Pid.Sus/2020/PN.Rap ? 

c. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas putusan 

hakim terhadap perkara tindak pidana narkotika dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 159/Pid.Sus/2019/PN.Rap. 

dan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 

626/Pid.Sus/2020/PN.Rap? 

2. Ivan Kusuma Yuda, mahasiswa Program Magister Hukum Universitas 

Airlangga Surabaya Tahun 2019, dengan judul : Disparitas Putusan 

Hakim Terhadap Penyalahguna Narkotika. Permasalahan dalam 

skripsi tersebut adalah : 

b. Bagaimana disparitas penjatuhan pidana oleh hakim terhadap 

kasus-kasus narkotika. ? 

c. Faktor-faktor apakah penyebab terjadinya disparitas pemidanaan ? 

d. Bagaimana dampak disparitas putusan hakim ? 

3. Devy Iryanthy Hasibuan, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum 

Universitas Sumatera Utara Tahun 2018, dengan judul tesis : 

Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. 

Permasalahan dalam tesis ini adalah : 

a. Bagaimana pemidanaan terhadap para pelaku tindak pidana 

narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika dalam putusan pengadilan ? 
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b. Faktor-faktor apa penyebab terjadinya disparitas pidana dalam 

perkara tindak pidana narkotika yang dijatuhkan oleh hakim ? 

c. Bagaimana upaya meminimalisir terjadinya disparitas pidana dalam 

perkara-perkara tindak pidana narkotika? 

G. Metode Penelitian 

Metodeologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan 

bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus 

diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya.57 Dalam penelitian metode 

merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran 

yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran. 

Penelitian hukum pada dasarnya dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu 

penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif merupakan 

penelitian dengan menggunakan data sekunder sehingga disebut pula 

penelitian kepustakaan, sedangkan yang dimaksud dengan penelitian 

empiris adalah penelitian secara langsung di masyarakat ada yang melalui 

questioner (daftar pertanyaan) ataupun wawancara langsung.58  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Sifat dan Jenis Penelitian. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang 

menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan 

 
57 Sutrisno Hadi, Metodologi Riset nasional, Akmil, Magelang, 2017, h.  8 
58 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali 

Pers, Jakarta,  2015, h.  1. 
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perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan 

dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat 

sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk 

menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi 

adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam 

masyarakat.59 Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah 

mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan 

dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui 

penerapannya dalam praktik.60 

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif  dan 

penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis normatif adalah suatu 

penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik 

norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang 

bersumber dari suatu undang-undang61.  

2. Metode Pendekatan 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah : 

a. Pendekatan kasus (case approach),62 dilakukan dengan cara 

melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu 

yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yaitu putusan 

Nomor 1284/Pid.Sus/2021/PN Mdn dan Putusan Nomor 323/Pid.Sus/ 

 
59 Kontjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 

2017, h. 42. 
60 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia 

Publishing, Malang, 2018, h.310 
61 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali 

Pers,Jakarta,  2015, h. 70 
62 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94   
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2021/PN Mdn. Pendekatan Kasus (case approach) dilakukan dengan 

cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan 

isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang 

berkuatan hukum tetap.  

b. Pendekatan konseptual (copceptual approach),63 dilakukan dengan 

mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu 

hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan 

pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas 

hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan 

sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum 

dalam memecahkan isu yang dihadapi.  

3. Alat Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses 

penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan 

sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok 

permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi 

penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan 

data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder. 

Alat pengumpul data digunakan metode penelitian kepustakaan 

(library research) berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-

undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet, jurnal serta 

 
63 Ibid, h. 95 
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sumber-sumber teoretis lainnya yang berhubungan dengan disparitas 

pidana dalam tindak pidana narkotika.  

 
4. Prosedur Pengambilan dan  Pengumpulan Data 

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data sekunder. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan 

sebagai sumber data tersebut dibaca, ditelaah dan dikutip hal-hal yang 

diperlukan sesuai kebutuhan penelitiannya. Data sekunder diperoleh 

melalui: 

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses 

penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan 

sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok 

permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi 

penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.  

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif 

yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder 

dibidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat 

dibedakan menjadi: 

a. Bahan Hukum Primer : 

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan 

asas dan kaidah hukum ini berupa : 

1) UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses  Amandemen UUD 1945 

secara lengkap (pertama 2009-keempat 2002). 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
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3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  

5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 

b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (text book), 

jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum 

yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, 

internet dengan menyebut nama situsnya. Di dalam penelitian ini, 

buku-buku hukum yang dipergunakan diantaranya buku tentang anak. 

c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain 

sebagainya.64 

5. Analisis Data 

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan  Sri Mamudji adalah 

sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam 

suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.65 Data sekunder yang 

telah diperoleh kemudian disistemasikan, diolah dan diteliti dan dianalisis 

dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. 

Menurut Soerjono Soekanto dan  Sri Mamudji, analsis data kualitatif 

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

 
64 Nomensen Sinamo,  Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek,  Bumi 

Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, h.16. 
65 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, h. 41.   
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mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang dapat diceritakan pada orang lain.66 Sehingga dapat 

menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang hasil dari 

penelitian ini. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan dapat 

menghasilkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan 

penelitian.

 
66 Ibid, h. 42 
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BAB II 

PENGATURAN HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU 
PENYALAAHGUNAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA  

 
 

A. Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba 

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan 

permasalahan global yang sudah menjadi ancaman serius dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkotika di Indonesia telah menyebar ke seluruh wilayah 

Indonesia.67 Penyalahgunaan narkotika biasanya diawali dengan 

pemakaian pertama pada usia SD atau SMP karena tawaran, bujukan, 

dan tekanan seseorang atau kawan sebaya.68 

Istilah narkotika sesuai dengan surat edaran Badan Narkotika 

Nasional (BNN) No SE/03/IV/2002 merupakan akronim dari narkotika, 

psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Narkotika yaitu zat-zat alami 

maupun kimiawi yang jika dimasukan ke dalam tubuh baik dengan cara 

dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena dan lain sebagainya dapat 

mengubah pikiran, suasana hati, perasaan dan perilaku seseorang. 

1. Narkotika. 

Kata narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu narcotics yang 

berarti obat bius. Dalam bahasa Yunani  disebut dengan  narkose yang 

berarti menidurkan atau membius. 69 Narkotika merupakan zat atau bahan 

 
67 Firmanzah dkk. Mengatasi Narkoba Dengan Welas  Asih, Gramedia Pustaka 

Utama, Jakarta, 2011, h. 11. 
68Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, Pencegahan dan Penanggulangan 

Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah,  Balai Pustaka, Jakarta, 2015,   h. 1. 
69 Ida Listryarini Handoyo, Narkoba Perlukan Mengenalnya, Pakar Raya, 

Yogyakarta, 2014, h. 1 
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aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat 

menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit 

(nyeri) serta dapat menmbulkan ketergantungan atau ketagihan. Narkotika 

menurut Widharto adalah zat atau obat yang dapat menghilangkan 

kesadaran (bius) mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 

menyebabkan ketergantungan.70 Menurut Achmad Kabain bahwa 

narkotika adalah zat-zat alamiah maupun buatan (sintetik) dari bahan 

candu/kokania atau turunannya dan padanannya.71 

Secara harafiah narkotika sebagaimana di ungkapkan oleh Wilson 

Nadaek merumuskan sebagai berikut : Narkotika berasal dari bahasa 

Yunani, dari kata Narke, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu.72 Menurut 

Farmakologi medis, yaitu “Narkotika adalah obat yang dapat 

menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral 

dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun masih 

harus digertak) serta adiksi.73 

Soedjono D. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika 

adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) 

akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut 

berupa : menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan 

(halusinasi).74 Sedangkan menurut Elijah Adams memberikan definisi 

 
70 Widharto, Stop Mirasantika,  Sunda Kelapa Pustaka, Jakarta, 2017, h. 3. 
71 Achmad Kabain, Peran Keluarga, Guru dan Sekolah Menyelematkan Anak dari 

Pengaruh Napza, Bengawan Ilmu, Semarang, 2010, h. 1. 
72 Wison Nadack, Korban Ganja dan Masalah Narkotika, Indonesia Publishing 

House, Bandung, 2013, h. 122. 
73 Wijaya A.W. Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, 

Armico, Bandung, 2015, h. 145 
74 Soedjono D. Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, Karya Nusantara, 

Bandung, 2017, h. 5. 
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narkotika adalah sebagai berikut, “Narkotika adalah : terdiri dari zat 

sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari 

morfhine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam 

perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal istilah dihydo 

morfhine.75 

Selain definisi yang diberikan oleh para ahli, terdapat juga 

pengertian narkotika dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari 

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang 

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya 

rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa ngeri dan dapat 

menimbulkan ketergantungan. Prekursor Narkotika merupakan zat atau 

bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan 

Narkotika.76 

Narkotika dan psikotropika Dalam pergaulan sehari-hari  cendrung 

disamakan, masyarakat lebih mengenal pada zat tersebut sebagai 

narkotika narkotika dan obat-obat terlarang/psikotropika) atau NAPZA, 

narkotika menrut proses pembuatannya terbagi menjadi 3 (tiga) golongan 

yaitu : 

1. Alamai, adalah jenis zat/obat yang diambil langsung dai alam, 
tanpa ada proses fermentasi, contohnya : Ganja, Kokain dan 
lain- lain  

2. Semi Sintesis, jenis zat/obat yang diproses sedemikian rupa 
melalui proses fermentasi, contohnya : morfein, heroin, kodein, 
crack dan lain- lain.  

 
75 Wison Nadack, Op.Cit., h. 124 
76 F Asya, Narkotika dan Psikotropika, Asa Mandiri, Jakarta, 2019, h. 3 
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3. Sintesis, merupakan obat zat yang mulai dikembangkan sejak 
tahun 1930-an untuk keperluan medis dan penelitian digunakan 
sebagai penghilang rasa sakit (analgesic) dan penekan batuk 
(Antitusik) seperti :amphetamine, deksamfitamin, pethadin, 
meperidin, metadon, dipopanon, dan lain- lain. Zat/obat sintesis 
juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para pecandu 
narkotika.77  

 
Menurut pengaruh penggunaannya (effect), akibat kelebihan dosis 

(overdosis) dan gejala bebas pengaruhnya (Withdrawal Syndrome) dan 

kalangan medis, obat-obatan yang sering disalahgunakan itu dibagi ke 

dalam 2 (dua) kelompok yaitu: 

1. Kelompok Narkotika, pengaruhnya menimbulkan euphurina, 
rasa ngantuk berat, penciutan pupil mata, dan sesak napas. 
Kelebihan dosis akan mengakibatkan kejang- kejang, koma, 
napas lambat dan pendek-pendek. Gejala bebas pengaruhnya 
adalah gampang marah, gemetaran, panik serta berkeringat, 
obatnya seperti : metadon, kodein, dan hidrimorfon.  

2. Kelompok Depresent, adalah jenis obat yang brefungsi 
mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Obat ini dapat membuat 
si pemakai merasa tenang dan bahkan membuatnya tertidur 
atau tidak sadarkan diri.78  

 
Ketentuan umum Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa 

pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 

bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 

ketergantungan.79  

Begitu bahayanya akibat yang dapat ditimbulkan oleh 

penyalahgunaan narkotika, sehingga dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-

Undang Narkotika menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau 

 
77 Ibid, h. 4 
78 Ibid, h. 6. 
79 Azis Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 90. 
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melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, 

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika 

golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 

pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan 

paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). 

Kemiskinan menyebabkan orang rentan terhadap penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkotika. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 

Undang-Undang Narkotika menyebutkan peredaran gelap narkotika 

adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara 

tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana 

narkotika dan prekusor narkotika (bahan dasar pembuatan narkotika).  

Penggunaan narkotika secara ilegal di seluruh dunia termasuk 

Indonesia menunjukkan peningkatan tajam merasuki semua bangsa dan 

umat semua agama, sehingga benar-benar mengkhawatirkan. Di tanah air 

sekarang penyalahgunaan narkotika sudah merambah di seluruh pelosok 

tanah air, segala lapisan sosial ekonomi, tempat hiburan, tempat kerja, 

hotel, dan lain-lain.80  

Penyalahgunaan narkotika saat ini sudah memasuki kelompok 

remaja dan kaum muda bukan hanya di negara-negara industri maju dan 

bangsa-bansa yang kaya, tetapi juga kelompok remaja dan kaum muda di 

perkotaan maupun di pedesaan.  Penyalahgunaan narkotika adalah 

 
80 F Asya, Op. Cit., h. 11. 
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penggunaan salah satu beberapa jenis narkotika yang dilakukan tanpa 

aturan kesehatan maupun secara berkala atau teratur sehingga 

menimbulkan gangguan kesehatan maupun jasmani jiwa dan fungsi 

sosialnya.81 

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu bentuk penyimpangan 

perilaku. Penyalahgunaan narkotika adalah menggunakan narkotika 

dengan tidak tepat guna, tanpa hak dan melawan hukum. Sebagai 

contohnya adalah mengonsumsi narkotika dengan tidak tepat secara 

medis (tidak sesuai dosis dan indikasi klinisnya) serta tidak sah secara 

hukum (bukan orang/lembaga yang diberi ijin untuk menggunakannya, 

mengedarkannya atau memproduksinya).82 

Pasal  6 ayat (1)  Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 narkotika 

digolongkan menjadi: 

a. Narkotika golongan I 

Narkotika golongan I  adalah yang hanya  dapat digunakan 

untuk  tujuan  pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan 

dalam terapi, serta mempunyai potensi   sangat    tinggi    mengakibatkan 

ketergantungan, antara lain : 

a. Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya 

termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.  

 
81 Ibid., h. 13. 
82 Wijaya A.W. Op. Cit., h. 49. 
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b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah 

tanaman Papaver Somniferum L yang hanya mengalami pengolahan 

sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan 

kadar morfinnya.  

c. Opium masak terdiri dari :  

1) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu 

rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan 

peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, 

dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok 

untuk pemadatan.  

2) Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan 

apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.  

3) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.  

d. Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon dari keluarga 

Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya.  

e. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam 

bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylon dari keluarga 

Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau 

melalui perubahan kimia.  

f. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang 

dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.  
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g. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina.  

h. Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua 

bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil  olahan tanaman 

ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.  

b. Narkotika golongan II. 

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan 

terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan 

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi 

mengakibatkan ketergantungan, antara lain seperti: 

a. Alfasetilmetadol  

b. Alfameprodina  

c. Alfametadol 

d. Alfaprodina 

e. Alfentanil 

f. Allilprodina 

g. Anileridina 

h. Asetilmetadol 

i. Benzetidin 

j. Benzilmorfina 

k. Morfina-N-oksida 
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l. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya 

termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-

oksida, dan lain-lain.  

3. Narkotika golongan III. 

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan 

dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan 

serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, antara 

lain seperti: 

a. Asetildihidrokodeina  

b. Dekstropropoksifena : α-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol 

propionat  

c. Dihidrokodeina  

d. Etilmorfina : 3-etil morfina  

e. Kodeina : 3-metil morfina  

f. Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina  

g. Nikokodina : 6-nikotinilkodeina  

h. Norkodeina : N-demetilkodeina  

i. Polkodina : Morfoliniletilmorfina  

j. Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida  

k. Buprenorfina : 21-siklopropil-7-α-[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-

6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina  

l. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas  

m. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika  
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n. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan 

narkotika  

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika saat ini sudah memasuki 

kelompok remaja dan kaum muda bukan hanya di negara-negara industri 

maju dan bangsa-bangsa yang kaya, tetapi juga kelompok remaja dan 

kaum muda di perkotaan maupun di pedesaan.  Secara etimologis, 

penyalahgunaan itu sendiri dalam bahasa asingnya disebut “abuse”, yaitu 

memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya. Dapat juga diartikan 

salah pakai atau “misuse”, yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak 

sesuai dengan fungsinya.83 

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan salah satu 

beberapa jenis narkotika yang dilakukan tanpa aturan kesehatan maupun 

secara berkala atau teratur sehingga menimbulkan gangguan kesehatan 

maupun jasmani jiwa dan fungsi sosialnya.84 Penyalagunaan narkotika 

merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Apapun penyebabnya 

pesannya yang penting adalah bahwa penggunaan narkotika di luar 

keperluan medis berbahaya, merusak dan menimbulkan beban berat yang 

tidak terpikulkan bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat 

manusia.  

Penyalahgunaan narkotika adalah menggunakan narkotika dengan 

tidak tepat guna, tanpa hak dan melawan hukum. Sebagai contohnya 

 
83 M. Ridha Ma’roef, Narkotika Masalah dan Bahayanya, Marga Djaya, Jakarta, 

2016, h. 9 
84 Bagong Suyanto. “Penyalahunaan Narkotika”, melalui www.inspirasi.com 

diakses pada Senin 18 April  2022 Pukul 22.00 Wib.    
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adalah mengonsumsi narkotika dengan tidak tepat secara medis (tidak 

sesuai dosis dan indikasi klinisnya) serta tidak sah secara hukum (bukan 

orang/lembaga yang diberi ijin untuk menggunakannya, mengedarkannya 

atau memproduksinya). 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian dan penjelasan yang 

jelas mengenai istilah penyalahgunaan, hanya istilah penyalah guna yang 

dapat dilihat pada undang-undang tersebut, yaitu penyalah guna adalah 

orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau secara melawan 

hukum. 

Batasan mengenai penyalahgunaan yang diterapkan, baik oleh 

Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (United Nations Single Convention on 

Narcotic Drugs 1961) maupun Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 

tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 

1988 (United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs 

and Psychotropic Substances 1988 ), tidak jauh berbeda dengan apa 

yang telah diuraikan di atas. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-

undangan nasional yang dibuat khusus di Indonesia berkaitan dengan 

masalah penyalahgunaan narkotika, dan merupakan wujud dan bentuk 

nyata dari pengesahan atau pengakuan pemerintah Indonesia terhadap 

Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang 

Mengubahnya.85 

 
85 Muhammad Taufik Makarao, Op. Cit, h. 27. 
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Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (United Nations Single 

Convention on Narcotic Drugs 1961) secara tegas disebutkan dalam Pasal 

2 ayat 5 sub (b) bahwa: suatu Pihak wajib, jika menurut pendapatnya 

berdasarkan kondisi yang berlaku di negaranya membuat itu cara yang 

paling tepat untuk melindungi kesehatan masyarakat dan kesejahteraan, 

melarang produksi, manufaktur, ekspor dan impor, perdagangan, 

pemilikan atau penggunaan narkotika apapun kecuali seperti untuk jumlah 

yang mungkin diperlukan untuk penelitian medis dan ilmiah saja, termasuk 

uji klinis dengannya akan dilakukan di bawah atau tunduk pada 

pengawasan dan kontrol langsung dari pihak tersebut.86 

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan 

Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 menyebut 

penyalahgunaan obat terlarang sebagai tindak pidana kejahatan dan 

dapat dihukum oleh hukum domestik setempat (dari negara yang menjadi 

para pihak di dalamnya) dimana perbuatan penyalahgunaan tersebut 

dilakukan.87 

Menurut Subagyo Partodiharjo, secara umum penyalahgunaan 

narkotika terdiri dari empat tahap, yaitu : tahap coba-coba, tahap pemula, 

tahap berkala, dan tahap tetap atau madat,83 yang selengkapnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Tahap coba-coba, merupakan tahap awal dalam pemakaian 
narkotika. Mulanya hanya mencoba, kemudian menjadi mau lagi 
dan lagi. Sangat sulit untuk mengenali gejala awal pemakaian 

 
86 Ibid., h. 29. 
87 Ibid., h. 30. 
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narkotika ini karena tanda-tanda perubahan pada tubuh sebagai 
dampak narkotika belum terlihat. Hanya orang yang peka dan 
benar-benar akrab dengan pemakai saja yang dapat merasakan 
sedikit adanya perubahan perilaku seperti: timbulnya rasa takut 
dan rasa malu yang disebabkan oleh perasaan bersalah dan 
berdosa. 

2. Tahap pemula, merupakan peningkatan dari tahap coba-coba, 
semakin lama menjadi terbiasa. Anak mulai memakai narkotika 
secara insidentil (pada saat sedih, atau pada saat mau ke 
pesta), dan sudah merasakan kenikmatannya. Gejala yang 
muncul pada tahap ini adalah secara psikis menjadi lebih 
tertutup, jiwanya resah, gelisah, kurang tenang serta lebih 
sensitif, dan secara fisik berbeda-beda sesuai dengan jenis 
narkotika yang dipakai, dapat berubah menjadi lebih lincah, 
lebih periang, dan lebih percaya diri dan sebaliknya dapat 
berubah menjadi tampak lebih tenang atau pun mengantuk. 

3. Tahap berkala, merupakan kelanjutan dari pemakai insidentil 
yang terdorong untuk memakai lebih sering lagi. Selain merasa 
nikmat, pemakai juga merasakan sakit kalau terlambat atau 
berhenti mengonsumsi narkotika, yang biasa disebut dengan 
kondisi sakaw. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah 
secara psikis sulit bergaul dengan teman baru, pribadinya 
menjadi lebih tertutup, lebih sensitif, mudah tersinggung, mulai 
gemar berbohong, dan secara fisik bila sedang memakai 
tampak normal, bila tidak sedang memakai tampak kurang 
sehat, kurang percaya diri, murung gelisah, malas, semakin 
jelas dibandingkan tahap kedua (pemula). 

4. Tahap madat, merupakan tuntutan dari tubuh pemakai narkotika 
secara berkala. Tubuhnya sendiri menuntut untuk semakin 
sering memakai denga dosis yang semakin tinggi pula, dan jika 
tidak memakai akan mengalami penderitaan (sakaw). Pada 
tahap ini pemakai sama sekali tidak dapat lepas lagi dari 
narkotika. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah : secara 
psikis sulit bergaul dengan teman baru, sensitif, mudah 
tersinggung, egois, mau menang sendiri, gemar berbohong dan 
menipu, sering mencuri, merampas, tidak tahu malu demi 
memperoleh uang untuk narkotika, dan secara fisik badannya 
kurus, lemah, loyo, mata sayu, gigi menguning kecoklatan dan 
keropos, serta terdapat bekas sayatan atau tusukan jarum 
suntik. 88 
  

Dampak atau akibat buruk dari penyalahgunaan narkotika menurut 

Subagyo Partodiharjo antara lain adalah dampak terhadap fisik, dampak 

 
88 Subagyo Partodiharjo, Op. Cit, h. 43 
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terhadap mental dan moral, serta dampak terhadap keluarga, masyarakat, 

dan bangsa.89 Dampak terhadap fisik, pemakaian narkotika yang sudah 

sampai pada tahap berkala akan mengalami sakaw (rasa sakit yang tidak 

tertahankan) jika terlamabat mengonsumsi narkotika, pemakai narkotika 

juga dapat mengalami kerusakan pada organ-organ vital tubuh sebagai 

akibat langsung dari adanya narkotika dalam darah, seperti : kerusakan 

paru-paru, ginjal, hati, otak, jantung, dan usus. Sedangkan penyakit 

sekunder yang ditimbulkan akibat pemakaian narkotika adalah dapat 

terkena penyakit infeksi seperti hepatitis B/C, HIV/AIDS, dan sipilis 

(sejenis penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri spirochaeta 

pallid).90 

Pemakaian yang overdosis akan berakhir pada sebuah kematian. 

Dampak terhadap mental dan moral, pemakaian narkotika yang berupa 

kerusakan fisik seperti kerusakan pada sel-sel otak, syaraf, dan seluruh 

jaringan tubuh, beserta organ-organ vital tubuh lainnya dapat 

menyebabkan munculnya stres pada yang bersangkutan, sehingga semua 

penderitaan yang dialami tersebut membuat perubahan pada 

sifat/perangai, sikap, serta perilaku seperti: paranoid atau selalu curiga 

dan bermusuhan, psikosis atau jahat, bahkan tidak peduli terhadap orang 

lain (asosial). Bahkan karena sudah menjadi kecanduan maka tidak sedikit 

pula penyalahguna narkotika yang mental dan moralnya rusak, kemudian 

 
89 Ibid., h. 44. 
90 Muhammad Taufik Makarao, Op. Cit., h. 51. 
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menjadi penipu, penjahat, serta pembunuh sekedar untuk mendapatkan 

uang supaya dapat membeli narkotika.91 

Dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa antara lain 

adalah berupa masalah psikologi, masalah ekonomi/keuangan, serta 

masalah kekerasan dan kriminalitas. Masalah psikologi akan muncul 

dalam keluarga yang mempunyai anggota keluarga sebagai 

penyalahguna narkotika, di antaranya adalah gangguan keharmonisan 

dalam rumah tangga karena rasa malu kepada tetangga dan masyarakat.  

Masalah ekonomi/keuangan juga akan menimpa keluarga dan 

masyarakat yang mempunyai anggota keluarga/anggota masyarakat 

sebagai penyalahguna narkotika. Banyak uang yang terbuang untuk 

pengobatan dalam jangka panjang serta banyak terjadi pencurian atau 

kehilangan barang di lingkungan keluarga/masyarakat tersebut. Masalah 

kekerasan dan kriminalitas merupakan akibat dari masalah 

ekonomi/keuangan, yang dapat meningkat menjadi kekerasan dan 

kriminalitas, yang bermula dari keluarga kemudian merembet ke tetangga, 

kemudian ke masyarakat luas, yang akhirnya sampai ke seluruh pelosok 

negeri. Kejahatan muncul di mana-mana, kekacauan merata, kemiskinan 

meluas, yang kesemuanya tersebut akan menghambat pembangunan dan 

menghancurkan masa depan bangsa.92 

 
91 Ibid., h. 53. 
92 Erwin Mappaseng, Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan 

Oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya, Surabaya, Buana Ilmu, 2012, h. 
19. 
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Narkotika tidak selamanya membawa malapetaka, dan juga tidak 

selalu berkonotasi negatif. Apabila digunakan dengan baik, tepat dan 

benar narkotika akan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Penggunaan 

narkotika dan psikotropika yang dibenarkan hanyalah untuk kepentingan 

medis, misalnya untuk pembiusan pada saat operasi atau sebagai 

pengobatan penderita depresi, serta untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan yaitu sebagai bahan penelitian. 

Penggunaan narkotika  ada yang digunakan secara legal dan ada 

narkotika dan psikotropika digunakan secara ilegal. Penyalahgunaan 

narkotika dan psikotropika pada dasarnya berkaitan  dengan pelanggaran 

ketentuan  yang telah diatur oleh undang-undang. Penyalahgunaan 

narkotika dan psikotropika ini berarti adanya pemakaian dan penggunaan 

narkotika  dan psikotropika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter 

yang jika digunakan secara terus menerus akan mengakibatkan 

seseorang menjadi pecandu narkotika dan psikotropika.93 

Penggunaan narkotika mempunyai sifat  bila dipergunakan tanpa 

dosis yang ditentukan oleh  dokter untuk kepentingan medis, dapat 

menimbulkan kecanduan yang semakin meningkat baik frekwensi 

penggunaannya maupun kekuatan jenis-jenisnya. Penggunaan  narkotika 

di   luar kontrol dokter inilah yang dinamakan penyalahgunaan narkotika 

dan dianggap membahayakan baik terhadap pribadi-pribadi maupun 

masyarakat.94 

 
93 Hari Sasangka, Op. Cit, h. 28. 
94 Ibid . 
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Penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan oleh seseorang  akan 

tetapi menimbulkan efek ganda yaitu selain  terhadap dirinya  sendiri  juga 

terhadap masyarakat.  Hal ini dimungkinkan karena pribadi merupakan 

anggota masyarakat dan sebaliknya masyarakat berasal dari 

perseorangan. Penggunaan narkotika dan psikotropika  oleh seseorang 

akan menimbulkan  kerawanan bagi masyarakat berhubung karena si 

pemakai narkotika tersebut. 95 

Pemakai adalah orang  yang  mampu untuk mendapatkan narkotika 

tersebut tidak akan berpengaruh terhadap masyarakat. Tetapi apabila 

sebaliknya, maka akan timbul berbagai reaksi  demi mendapatkan 

narkotika seperti pencurian, perampokan dan lain-lain. Keadaan  demikian 

terjadi  karena   pemakai narkotika telah tergantung pada  narkotika 

sendiri, apapun yang  akan terjadi yang penting hasrat  hatinya terpenuhi. 

Inilah yang disebut  dengan istilah ketergantungan terhadap salah satu 

jenis narkotika  dan psikotropika. Hal ini bermula  dari suatu kebiasaan 

yang lama kelamaan menimbulkan sifat ketergantungan yang sangat sulit 

untuk dirubah.96 

2. Psikotropika 

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah 

maupun sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif 

pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada 

aktivitas normal dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang digunakan 

oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (psyche). 

 
95 HS. Siswanto, Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 

Tahun 2019, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2019, h. 72 
96 Ibid., h. 74 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang 

Psikotropika selanjutnya disebut Undang-Undang Psikotropika, bahwa 

psikotropika dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan, yaitu: 

a. Golongan I adalah  psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, 

belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan, dan sedang diteliti 

khasiatnya. Contohnya adalah MDMA, ekstasi, LSD, dan STP.  

b. Golongan II adalah  psikotropika dengan daya adiktif kuat serta 

berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah 

amfetamin, metamfetamin, metakualon, dan sebagainya.  

c. Golongan III adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta 

berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah lumibal, 

buprenorsina, fleenitrazepam, dan sebagainya.  

d. Golongan IV adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan 

serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah 

nitrazepam (BK, mogadon, dumolid), diazepam, dan lain-lain. 

3. Bahan adiktif lainnya   

Golongan adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan 

psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya: 

a. Rokok  
b. Kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan 

menimbulkan ketagihan.  
c. Thinner dan zat-zat lain, seperti lem kayu, penghapus cair, 

aseton, cat, bensin, yang bila dihisap, dihirup, dan dicium, dapat 
memabukkan.97  
 

 
97 Gatot Supramono,  Op. Cit, h. 18. 
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Penyalahgunaan NAPZA adalah penggunaan NAPZA yang bersifat 

patologis, paling sedikit telah berlangsung satu bulan lamanya sehingga 

menimbulkan gangguan dalam pekerjaan dan fungsi sosial. Sebetulnya 

NAPZA banyak dipakai untuk kepentingan pengobatan, misalnya 

menenangkan klien atau mengurangi rasa sakit. Tetapi karena efeknya 

enak bagi pemakai, maka NAPZA kemudian dipakai secara salah, yaitu 

bukan untuk pengobatan tetapi untuk mendapatkan rasa nikmat. 

Penyalahgunaan NAPZA secara tetap ini menyebabkan pengguna 

merasa ketergantungan pada obat tersebut sehingga menyebabkan 

kerusakan fisik.98 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Narkotika bahwa ketergantungan 

adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan 

Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar 

menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi 

dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis 

yang khas. 

Ketergantungan terhadap NAPZA dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: 

a. Ketergantungan fisik adalah keadaan bila seseorang 
mengurangi atau menghentikan penggunaan NAPZA tertentu 
yang biasa ia gunakan, ia akan mengalami gejala putus zat. 
Selain ditandai dengan gejala putus zat, ketergantungan fisik 
juga dapat ditandai dengan adanya toleransi.  

b. Ketergantungan psikologis adalah suatu keadaan bila berhenti 
menggunakan NAPZA tertentu, seseorang akan mengalami 
kerinduan yang sangat kuat untuk menggunakan NAPZA 
tersebut walaupun ia tidak mengalami gejala fisik.99 

 
98 Ibid., h. 21. 
99 Hari Sasangka, Op. Cit, h. 26. 
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Adanya perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta pesatnya kemajuan komunikasi adalah merupakan salah 

satu penyebab semakin mudahnya pendistribusian atau peredaran 

narkotika hingga menjangkau sampai ke wilayah-wilayah terpencil di 

seluruh Indonesia. Suatu peredaran narkotika, meliputi setiap kegiatan 

atau serangkaian kegiatan dalam rangka perdagangan, bukan 

perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan 

kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 35 Undang-

Undang Narkotika). Peredaran narkotika tersebut meliputi penyaluran 

(Pasal 39 samapi 42) atau penyerahan (Pasal 43 sampai 44 Undang-

Undang Narkotika). Sedangkan pengertian peredaran gelap narkotika dan 

prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan 

yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan 

sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika (Pasal 1 angka 6 

Undang-Undang Narkotika). 

Narkotika dalam bentuk obat dapat diedarkan setelah terdaftar 

terlebih dahulu pada Departemen Kesehatan. Terhadap narkotika 

golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun 

sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan 

Menteri (Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Narkotika). Kegiatan-

kegiatan yang berkaitan dengan transaksi narkotika adalah menawarkan 

untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, 

menjadi perantara dalam jual beli atau menukar. Baik importir, eksportir, 
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pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan 

farmasi pemerintah yang dapat melakukan kegiatan penyaluran narkotika 

harus mempunyai izin khusus terlebih dahulu.100 

Peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan. 

Pengertian peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan 

penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka 

perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan.101 

Sedangkan perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian 

kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk 

penawaran atau untuk menjual psikotropika, dan kegiatan lain berkenaan 

dengan pemindahtanganan psikotropika dengan memperoleh imbalan. 

Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah 

terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.  

Menteri menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran psikotropika 

yang berupa obat (Pasal 9 Undang-Undang Psikotropika). Terhadap 

psikotropika yang tidak di daftarkan terlebih dahulu lalu diedarkan, 

diancam dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang 

Psikotropika. 102 

Pengertian pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian 

kegiatan dalam rangka memindahkan psikotropika dari satu tempat ke 

tempat yang lain, dengan cara, modal, atau sarana angkutan apapun, 

dalam rangka produksi dan peredaran (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang 

 
100 Gatot Supramono,  Op. Cit., h. 30 
101 Ibid., h. 32. 
102 Hari Sasangka, Op. Cit, h. 42. 
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Psikotropika). Penyerahan psikotropika diatur di dalam Pasal 12 dan 13 

Undang-Undang Psikotropika. Penyerahan psikotropika dalam rangka 

peredaran hanya dapat dilakukan oleh pihak pabrik obat, perdagangan 

besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.103 

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan yang dilakukan 

tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati 

pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung 

cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental 

dan kehidupan sosial. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan secara 

terus menerus akan mempengaruhi fungsi berfikir, perasaan dan perilaku 

orang yang memakainya. Keadaan ini bisa menimbulkan ketagihan 

(addiction) yang akhirnya mengakibatkan ketergantungan 

(dependence).104 

Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh 

dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan 

takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila 

penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, 

menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Addiksi adalah istilah yang 

dipakai untuk melukiskan keadaan seseorang yang menyalahgunakan 

obat sedemikian rupa sehingga badan dan jiwanya memerlukan obat 

tersebut untuk berfungsi secara normal. Ketergantungan, kecanduan, 

 
103 Ibid., h. 45 
104 Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha 

Pencegahan Dan Penanggulangannya, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April 2019, 
h.440.. 



 58 

addiksi disebut penyakit, bukan kelemahan moral, meskipun ada unsur 

moral pada awalnya. Sebagai penyakit, penyalahgunaan narkotika dapat 

dijelaskan gejalanya yang khas, yang berulang kali kambuh (relaps), dan 

berlangsung progresif artinya semakin memburuk, apabila tidak ditolong 

dan dirawat dengan baik. 

Seseorang yang terlibat narkotika biasanya mengalami gangguan 

fungsi kerja tubuh dan perilaku dikarenakan oleh zat adiktif/candu yang 

terkandung dalam berbagai jenis narkotika. Mereka tidak dapat 

mengendalikan diri untuk berhenti begitu saja, sehingga menghilangkan 

kontrol sosial mereka. Keadaan seperti ini membuat mereka siap 

melakukan apa saja untuk mendapatkan narkotika. Inilah yang 

membentuk karakteristik para pemakai narkotika.105 

Masalah penyalahgunaan narkotika bukan merupakan aib keluarga, 

tetapi merupakan masalah nasional tanggung jawab bersama yang harus 

ditanggulangi secara terpadu, terkoordinir, terarah dan berkelanjutan serta 

dilakukan secara serius/sungguh-sungguh. Semua komponen bangsa 

harus merasa terpanggil untuk melakukan upaya pencegahan dan 

pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika 

dan melakukannya dengan penuh keikhlasan sebagai suatu ibadah. 

Pecandu narkotika secara kenyataan belum dapat dikatakan sebagai 

pecandu secara yuridis atau menurut hukum jika pecandu tersebut belum 

melakukan kewajiban dan hak pecandu yang telah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan tentang narkotika. 

 
105 Ibid, h.446. 
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B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 

Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-

akhir ini menunjukkan, kejahatan itu selalu berkembang. Demikian juga 

dengan kejahatan narkotika tidak lepas dari perkembangan tersebut. 

Kejahatan narkotika (the drug trafficking industry), merupakan bagian dari 

kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional 

(Activities of Transnational Criminal Organizations) di samping jenis 

kejahatan lainnya.106 

Kejahatan narkotika yang merupakan bagian dari kejahatan 

terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap 

pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi 

pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional. Narkotika 

merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, 

baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan 

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.107 

Indonesia memandang bahwa kejahatan narkotika termasuk dalam 

extraordinary crime (kejahatan luar biasa) yang sudah sangat merajalela 

maka dari itu selayaknya diterapkan extraordinary law yang mana bahwa 

dalam kondisi darurat tindak kejahatan yang merajalela, menjarah, dan 

mengancam bangsa ini perlu sesegera mungkin dibinasakan dengan 

 
106 Ibid, h. 5 
107 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Lembaran Negara 

Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 2009).  
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penegakan hukum yang seadil-adilnya dengan prosedur yang jelas dan 

penegakan hukum seadil-adilnya. 

Mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika 

memerlukan suatu peraturan khusus yang mengatur tentang narkotika 

yaitu Undang-Undang Nomor Tahun 1976 Tentang Narkotika kemudian 

mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 

Tentang Narkotika, namun pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah 

merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. 

Tindak pidana narkotika merupakan suatu perbuatan yang dapat 

dipidana oleh hukum, maka beberapa negara berpendapat bahwa 

perbuatan dan sikap batin seseorang dapat dipersatukan dan menjadi 

syarat suatu perbuatan yang dapat dipidana. Siswanto berpendapat 

bahwa asas tersebut adalah unsur actus reus harus didahulukan yaitu 

perbuatan criminal (criminal act). Hal tersebut sejalan dengan syarat 

pemidanaan (strafvoraus setzungen) yang mendahulukan adanya 

perbuatan pidana. Setelah diketahui adanya suatu perbuatan pidana 

sesuai rumusan undang-undang barulah diselidiki tentang sikap batin atau 

niat pembuat atau pelakunya (mens rea). 
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Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan 4 kategori 

yang merupakan tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-

undang dan diancam dengan sanksi pidana, antara lain sebagai berikut : 

1. Kategori pertama, yaitu perbuatan-perbuatan berupa memiliki, 

menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor 

narkotika ( Terdapat pada Pasal 111 dan Pasal 112 untuk Narkotika 

Golongan I, Pasal 117 untuk Narkotika Golongan II, Pasal 122 untuk 

Narkotika Golongan III dan Pasal 129 Huruf (a)). 

2. Kategori kedua, yaitu perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, 

mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor 

narkotika ( Terdapat pada Pasal 113 untuk Narkotika Golongan I, 

Pasal 118 untuk Narkotika Golongan II, Pasal 123 untuk Narkotika 

Golongan III, dan Pasal 129 (b)) 

3. Kategori ketiga, yaitu perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk 

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 

menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika 

(Terdapat pada Pasal 114 dan Pasal 116 untuk Narkotika Golongan I, 

Pasal 119 dan  Pasal 121 untuk Narkotika Golongan II, Pasal 124 dan 

Pasal 126 untuk Golongan Narkotika Golongan III, dan Pasal 129 c)). 

4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, 

mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekusor 

narkotika ( Terdapat pada Pasal 115 untuk Golongan I, Pasal 120 
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untuk Narkotika Golongan II, Pasal 125 untuk Narkotika Golongan III, 

dan Pasal 129 (d)).  

Berdasarkan kategori tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, jenis-jenis tindak pidana narkotika yang terdapat dalam 

ketentuan yang diatur dalam Bab XV Undang-Undang Narkotika dapat 

dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya sebagai berikut :108 

1. Tindak Pidana yang berkaitan dengan penggolongan narkotika, dan 

prekusor narkotika, meliputi :  

a. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, 

menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dan 

bukan tanaman, narkotika golongan II.  

b. Pengadaan dan peredaran narkotika golongan I, II, dan golongan III 

yang tidak menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, 

yaitu :  

1) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan 

narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan 

III.  

2) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi 

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika 

golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III.  

3) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika 

golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III.  

 
108 Ibid, h.25-29   
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4) Menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain, atau 

memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, narkotika 

golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III.  

5) Setiap penyalahguna narkotika golongan I, narkotika golongan 

II, dan narkotika golongan III bagi diri sendiri.109  

2. Tindak Pidana Orang Tua/ Wali dari Pecandu Narkotika yang Belum 

Cukup Umur.110 Tindak Pidana yang berkaitan dengan orang tua atau 

wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak 

melaporkan adanya tindak Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 

129.  

3. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi.111 Dalam hal tindak 

Pidana dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 

yang dilakukan oleh Korporasi atau dilakukan secara terorganisasi.  

4. Tindak Pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak 

Pidana Narkotika.112 Setiap orang yang sengaja tidak melaporkan 

adanya tindak pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 129.  

5. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Pemufakatan Jahat 

Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor.113 Percobaan atau 

 
109 Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  

(Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 
Tahun 2009). 

110 Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  
(Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 
Tahun 2009). 

111 Pasal 130 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  
(Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 
Tahun 2009). 

112 Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  
(Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 
Tahun 2009). 
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pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan 

prekusor narkotika dalam Pasal 111 sampai degan Pasal 126 dan 

Pasal 129 dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya 

ditambah sepertiga, tapi pemberatan pidana tersebut tidak berlaku bagi 

tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara 

seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun.  

6. Tindak Pidana berkaitan dengan Pemanfaatan Anak.114 Menyuruh, 

membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk 

anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana dalam 

Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129.  

7. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika dan Keluarganya yang Tidak 

Melaporkan Diri.115 Pecandu narkotika yang sudak cukup umur dan 

dengan sengaja tidak melaporkan diri atau keluarga dari pecandu 

narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika 

tersebut.  

8. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau 

Prekusor Narkotika.116: 

a. Menempatkan, membayarkan, atau membelanjakan, menitipkan, 

menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, 

 
113 Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  

(Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 
Tahun 2009). 

114 Pasal 133 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  
(Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 
Tahun 2009). 

115 Pasal 134 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  
(Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 
Tahun 2009). 

116 Pasal 137 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  
(Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 
Tahun 2009). 
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menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, 

dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda, atau asset baik 

dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud 

atau tidak berwujud, yang berasal dari tindak pidana narkotika 

dan/atau tindak pidana prekusor narkotika 

b. Menerima penempatan, pembayaran, atau pembelanjaan, 

penitipan, penukaran, penyembunyian, atau penyamaran investasi, 

simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau 

asset, baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, 

berwujud maupun tidak berwujud yang diketahui berdasar dari 

tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekusor narkotika.  

9. Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh para pejabat yang 

berkaitan dengan narkotika, meliputi :  

a. Pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban 

menurut Pasal 45.117 

b. Pimpian rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai 

pengobatan, sarana penyimpanan persediaan farmasi milik 

pemerintah, dan apotek yang mengedarkan narkotika golongan II 

dan III bukan untuk kepentingan masyarakat. 

c. Pimpinan, lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, 

menyimpan atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk 

kepentingan ilmu pengetahuan.118 

 
117 Pasal 135 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  

(Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 
Tahun 2009). 

118Pasal 147 hurfuf (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika  (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5062 Tahun 2009). 
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d. Pimpinan industri farmasi tertentu yang memproduksi narkotika 

golongan I bukan untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan.119 

e. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika 

golongan I yaitu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu 

pengetahuan atau mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan 

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk 

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. 

f. Nahkoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum 

tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 atau Pasal 28 

(Pasal 139).  

g. Penyidik Pengawai Negeri Sipil yang secara melawan hukum tidak 

melaksanakan ketentuan dalam Pasal 88 dan Pasal 89 (Pasal 140 

ayat (1)).  

h. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN 

yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 87, Pasal 89, 

Pasal 90, Pasal 91 ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), 

ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) (Pasal 140 ayat (2)).  

i. Kepala Kejaksaan Negeri yang secara melawan hukum tidak 

melaksanakan ketentuan dalam Pasal 91 ayat (1) pidana penjara 

dan pidana denda (Pasal 141).  

j. Petugas Laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau 

secara melawan hukum tidak melakukan kewajiban tidak 

melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut 

umum, dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda. 

 
119 Pasal 147 hurfuf (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika  (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5062 Tahun 2009). 
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k. Ketentuan lain dalam rangka pemeriksaan terhadap tindak pidana 

narkotik, meliputi:  

1) Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta 

penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika 

dan/atau tindak pidana prekusor narkotika di muka sidang 

pengadilan. 

2) Narkotika dan prekusor narkotika serta hasil-hasil yang 

diperoleh dari tindak pidana prekusor narkotika dan/atau tindak 

pidana prekusor narkotika, baik berupa asset dalam bentuk 

benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak 

berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan 

untuk melakukan tindak pidana narkotika dan tindak pidana 

prekusor narkotika dirampas untuk negara.120 

3) Saksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam 

pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan prekusor 

narkotika di muka pengadilan dipidana dengan pidana penjara 

dan pidana denda. 

C. Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika Berdasarkan Pelaku  
 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki 

kencenderungan mengkriminalisasi orang, baik produsen, distributor, 

konsumen dan masyarakat dengan mencantumkan ketentuan pidana 

sebanyak 39 pasal dari 150 pasal yang diatur dalam undang-undang 

 
120 Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  

(Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 
Tahun 2009). 
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tersebut. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

menggunakan pendekatan pidana untuk melakukan pengawasan dan 

pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Penggunaan pidana 

masih dianggap sebagai suatu upaya untuk menakut-nakuti agar tidak 

terjadinya penggunaan narkotika.121 

Ketentuan pidana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :  

1. Tidak mementingkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana narkotika 

Penggunaan kata “setiap orang tanpa hak dan melawan hukum” dalam 

beberapa pasal Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

dengan tidak memperdulikan unsur kesengajaan, dapat menjerat 

orang-orang yang memang sebenarnya tidak mempunyai niatan 

melakukan tindak pidana narkotika, baik karena adanya paksaan, 

desakan, ataupun ketidaktahuan. 

2. Penggunaan sistem pidana minimal 

Penggunaan sistem pidana minimal dalam Undang-Undang No. 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika memperkuat asumsi bahwa undang-

undang tersebut memang diberlakukan untuk memidanakan 

masyarakat yang berhubungan dengan narkotika. Penggunaan pidana 

minimal juga akan menutup hakim dalam menjatuhkan putusan 

walaupun di dalam prakteknya, hakim dapat menjatuhkan putusan 

kurang dari pidana minimal dan hal tersebut diperbolehkan oleh Ketua 

Mahkamah Agung. 

 
121 Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, Narkoba, Psikotropika dan 

Gangguan Jiwa, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, h. 54.   
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3. Kriminalisasi bagi orang tua dan masyarakat;  

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan 

ancaman hukuman pidana (6 bulan kurungan) bagi orang tua yang 

sengaja tidak melaporkan anaknya yang menggunakan narkotika untuk 

mendapatkan rehabilitasi. Meskipun unsur “kesengajaan tidak 

melapor” tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, unsur tersebut tidak 

mengecualikan orang tua yang tidak mengetahui bahwa zat yang 

dikonsumsi anaknya adalah narkotika. 

4. Persamaan hukuman bagi percobaan dan tindak pidana selesai;  

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyamakan 

hukuman pidana bagi pelaku tidak pidana selesai dengan pelaku tidak 

pidana percobaan. Tindak Pidana Narkotika adalah suatu kejahatan 

karena perbuatan tersebut memiliki efek yang buruk. Delik percobaan 

mensyaratkan suatu tindak pidana tersebut terjadi, sehingga akibat 

tindak pidana tersebut tidak selesai, sehingga seharusnya pemidanaan 

antara pelaku tidak pidana percobaan dan pelaku tidak pidana selesai 

harus dibedakan 122 

Secara garis besar ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut : 

1. Penanam  

Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau 

menyediakan Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III, 

dikenakan ketentuan pidana : 

 
122 Wenny F. Limbong, “Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Dalam Upaya 

Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia”, Diponegoro Law Journal, Vol. 
5 No. 3, 2016, h. 7.   
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a. Golongan I. Diancam pidana paling singkat empat tahun dan paling 

lama seumur hidup, denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan 

paling banyak delapan miliar rupiah dalam bentuk tanaman dan bukan 

tanaman,  apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima 

batang pohon (dalam bentuk tanaman) dan melebihi lima gram (bukan 

tanaman), maka denda maksimum ditambah sepertiga.123 

b. Golongan II. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun 

dan paling lama lima belas tahun, denda paling sedikit enam ratus juta 

rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah, apabila beratnya melebihi 

lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga. 

c. Golongan III. Dipidana penjara paling singkat dua tahun dan paling 

lama sepuluh tahun. Denda paling sedikit empat ratus juta rupiah dan 

paling banyak tiga miliar rupiah, apabila beratnya melebihi lima gram, 

maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga. 

2. Pengedar 

Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, menawarkan 

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual 

beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Golongan II, dan 

Golongan III. Dikenakan ketentuan pidana : 

a. Golongan I. Diancam pidana penjara paling singkat empat tahun dan 

maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda 

paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak sepuluh 

 
123 Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika  (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5062 Tahun 2009). 
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miliar rupiah, apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melibihi 

lima batang pohon  (untuk tanaman) dan melebihi lima gram (bukan 

tanaman), maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.124 

b. Golongan II. Diancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan 

maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda 

paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar 

rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda 

maksimum ditambah sepertiga. 

c. Golongan III. Diancam dengan pidana penjara paling singkat dua 

tahun dan paling lama lima belas tahun. Denda paling sedikit enam 

ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila beratnya 

melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah 

sepertiga. 

3. Produsen 

Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan 

Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III, dikenakan dengan 

pidana :  

a. Golongan I. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun 

dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Pidana 

denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar 

rupiah. Apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima 

batang pohon (dalam bentuk tanaman) dan melebihi lima gram (dalam 

 
124 Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran 

Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 
2009).  
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bentuk bukan tanaman), maka pidana dengan maksimum ditambah 

sepertiga.125 

b. Golongan II. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat 

tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. 

Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak 

delapan miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka 

pidana denda maksimum ditambah sepertiga.126 

c. Golongan III. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun 

dan paling lama sepuluh tahun. Pidana denda paling sedikit enam 

ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila beratnya 

melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah 

sepertiga. 127 

2. Pengguna 

Menggunakan Narkotika Golongan I, Golongan II, atau Golongan III 

terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I, Golongan II, 

atau Golongan III untuk digunakan orang lain. Diancam dengan pidana :  

a. Golongan I. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun 

dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda 

paling sedikit satu miliar rupiah, dan paling banyak sepuluh miliar 

 
125 Pasal 113 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika(Lembaran 

Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 
2009).   

126 Pasal 118 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran 
Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 
2009).  

127 Pasal 123 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran 
Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 
2009).  
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rupiah. Apabilamengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, 

maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga. 128 

b. Golongan II. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat 

tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. 

Apabila mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka 

pidana denda maksimum ditambah sepertiga. 129 

c. Golongan III. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun 

dan paling lama lima belas tahun. Dengan paling sedikit enam ratus 

juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila 

mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana 

denda maksimum ditambah sepertiga.  

3. Prekusor 

Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia 

yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan 

dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau 

menyediakan. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau 

menyalurkan. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, 

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. 

Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor 

 
128 Pasal 116 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  (Lembaran 

Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 
2009). 

129 Pasal 121 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  (Lembaran 
Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 
2009). 
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narkotika untuk pembuatan narkotika. Dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun. Denda 

paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). 

 
 
 


